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ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN 
NILAI PADA BUMN SEBAGAI PEMUNGUT DAN TIDAK 
SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 

(STUDI PADA PT SEMEN BATURAJA, TBK)

Oleh :
M Ekky Yudha Pratama

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pelaksanaan 
penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT SB dan menganalisis 
kepatuhan dalam memenuhi kewajiban penyetoran dan pelaporan Pajak 
Pertambahan Nilai serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul 
terkait dengan penunjukan kembali PT SB sebagai Pemungut PPN.

Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan jenis penelitian 
deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa dengan 
perubahan peraturan pemerintah berdampak pada perusahaan dengan pembayaran 
pajak yang lebih atau kurang bayar pada awal tahun 2015 dan tidak ada pengaruh 
pada mekanisme PPN di PT SB namun ada perbedaan dalam mekanisme 
pembayaran.

Hambatan diawal penunjukan sebagai WAPU yaitu sistem yang tidak 
mendukung pelaksanaan tersebut berpengaruh pada kineija masing-masing 
karyawan. Dilihat dari perpajakkan, PT SB sangat baik dalam menjalankan 
WAPU BUMN karena PPN yang telah di pungut disetor ke kas negara sebelum 
akhir bulan telah sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 dan SE-45/PJ/2012.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Analisis, BUMN, Pajak Pertambahan Nilai

Ketua Anggota

Ermadiani, S.E.. MM.. Ak. CA
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ABSTRACT

ANALYZE OF THE APPLICATION VALUE ADDED TAX IMPOSITION 
AT BUMN AS COLLECTOR AND AS NOT COLLECTOR VALUE

ADDED TAX
(STUDY AT PT SEMEN BATURAJA, TBK)

By:
M Ekky Yudha Pratama

The aim of this research is to analyze the implementation of the application 
of the Value Added Tax (VAT) imposition at PT SB and to analyze the 
compliance in meeting the obligations of the remittance and reporting of the 
Value Added Tax as well identify obstacles that appear related to the appoint 
ment of the retuming PT SB as a VAT taxable Person.

The researcher does the analysis using descriptive qualitative methods. The 
result shows that the changes of govemment regulation have impacts on company 
which tax payments become more and shortage in 2015 and there are no influence 
on VAT mechanism at PT SB as aVAT enterprise and a VAT Taxable Person, 
however there is a difference in payment mechanism.

In the beginning of appointment as WAPU, the obstacle is the system which 
do not support the implementation is influential in each employee’s performance. 
In terms of taxation. PT SB is safe as WAPU BUMN Because the VAT that has 
been collected is deposited to the State treasury at end of the month has been 
appropriated by law No.42 year 2009 and SE-45/PJ/2012

Keywords: Implementation, Analysis, BUMN, Value Added Tax
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan pajak dalam segala aspek kehidupan perseorangan 

maupun badan memang tidak bisa dihindari. Selain berfungsi sebagai salah 

satu alat yang digunakan untuk mengatur kebijaksanaan yang telah dibuat 

oleh pemerintah, alasan utamanya sampai saat ini yaitu karena sebagian besar 

penerimaan negara berasal dari pajak. Menurut Menteri Keuangan, realisasi 

pendapatan negara tahun 2015 meliputi pendapatan dalam negeri sebesar Rp 

1.235,8 triliun dimana penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan 

perpajakan yang mencapai Rp 983,4 triliun atau sekitar 80% dan penerimaan

negara bukan pajak yang terealisasi mencapai Rp 252,4 triliun atau sekitar 

20% ( www.ekon.go.id'). Dengan begitu, Wajib Pajak harus rela menyisihkan 

sebagian dari pendapatan pribadinya untuk membayar pajak.

Dalam beberapa tahun ini terus melakukan improvisasi dalam bidang 

perpajakkan hal ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak 

terutama pada sektor WP Badan. Selain sebagai pembayar pajak ada juga 

yang mempunyai tugas lain akibat diberlakukannya with Holding 

System, yaitu sebagai pemotong pajak terhadap pihak ketiga. BUMN sebagai 

salah satu Wajib Pajak Badan yang mempunyai tugas sebagai pihak ketiga 

yang memungut pajak memiliki fungsi melindungi potensi penerimaan 

negara.

WP Badan
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Pemerintah Indonesia telah memiliki aturan yang jelas dalam 

melaksanakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh BUMN 

beberapa tahun terakhir ini saja sudah ada beberapa peraturan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan kembalinya Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) menjadi wajib pungut. Salah satu perubahan peraturan 

tersebut yaitu mengenai penunjukkan kembali BUMN sebagai wajib pungut 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat dilihat pada Gambar 1.1

dalam

• Kepres No.56 Tahun 1988
• KMK No.l289/KMK.04/1988

(berlaku mulai 1 Januari 1989)

disempurnakan
V pemungut

• KMK NO.547/KMK.04/2000
• KMK No.5497KMK.04/2000

(berlaku mulai 1 Januari 2000)

,, Perubahan

KMK No.5 63/KMK.03/2003

(berlaku mulai 1 Januari 2004)

bukan pemungut,, perubahan

PMK No.857PMK.03/2012

(berlaku mulai 1 Juli 2012)

disempurnakan

pemungut
PMK No. 136/PMK.03/2012

(berlaku mulai 16 Agustus 2012)

Gambar 1.1
Perubahan Peraturan Penunjukkan BUMN sebagai Wajib Pungut PPN

dan/atau PPnBM
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Berdasarkan PMK No.85/PMK.03/2012 dan di sempurnakan oleh 

PMK No. 136/PMK.03/2012 maka 140 BUMN yang terdaftar pada

Kementerian BUMN kembali ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut, 

menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah. Selain demi kepentingan budgetair, hal yang menjadi 

pertimbangan pemerintah untuk menunjuk kembali BUMN sebagai pemungut 

pajak menurut Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany dalam Indonesian Tax 

Review (2012) yaitu karena pengeluaran yang besar dari BUMN tidak 

sebanding dengan penerimaan pajak-pajaknya. Menurut isu yang beredar, ada 

banyak rekanan BUMN yang tidak melaporkan pajak-pajak dari berbagai 

transaksi yang dilakukannya dengan BUMN. Dengan Menjadikan BUMN

sebagai Wajib Pungut Pertambahan Nilai maka kemungkinan wajib pajak

badan yang memiliki atau melakukan transaksi dengan BUMN yang

membayar pajak tidak sesuai dengan penghasilannya dapat diminimalisir.

Disisi lain BUMN dan para pemasok merasa keberatan dengan adanya 

peraturan ini karena jarak 15 hari kalender sejak barang diserahterimakan, 

disaat itu pula faktur pajak harus diserahkan. Ini adalah hal yang sulit karena 

proses pengadaan barang dan jasa tidak sesederhana itu, terlebih jika 

pengiriman barang dan jasa dilakukan pada akhir bulan maka waktu yang 

tersedia hanya 15 hari. Maka dari itu pemerintah mengubah batas akhir 

pembayaran dan penyampaian S PT Masa PPN paling lambat akhir bulan 

berikutnya setelah berakhir masa pajak, hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan waktu yang cukup bagi BUMN maupun rekanan BUMN 

melakukan transaksi untuk menyelesaikan transaksi. Selain itu permasalahan

yang
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ketika BUMN ditunjuk sebagai pemungut PPN adalah adanya kemungkinan 

kesalahan dalam hal penyampaian SPT Masa dikarenakan adanya perbedaan 

antara yang berkewajiban membayar PPN dan yang wajib menyampaikan

PPN.

PT Semen Baturaja yang ditunjuk menjadi Salah satu BUMN Wajib 

Pungut Pajak Pertambahan Nilai, pada masa-masa awal ditunjuk kembali 

sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai mengalami berbagai masalah 

mulai dari adanya kesalahan dalam penentuan kriteria WAPU dimana 

dengan aturanya maka transaksi dibawah 10 juta tidak diwajibkan untuk 

dipungut sedangkan diatas 10 juta maka wajib di pungut oleh PT Semen 

Baturaja (Persero) Tbk, dalam hal ini PT Semen Baturaja Tbk salah 

memahami maksud dari transaksi itu tidak hanya DPP saja akan tetapi 

DPP+PPN selain itu ada masalah dalam keadaan transaksi dengan perusahaan

sesuai

yang sengaja memecah fakturnya untuk menghindari agar PPN nya tidak

dipungut oleh PT Semen Baturaja, dalam sebuah kasus ada perusahaan yang

ditugaskan untuk membersihkan kantor pusat di kota Palembang dengan nilai 

transaksi 54 juta rupiah untuk 6 lantai gedung akan tetapi sengaja di pecah 

menjadi pengerjaan pembersihan gedung dihitung per satu lantai gedung hal 

ini menyebabkan transaksi tersebut secara kasat mata menjadi tidak WAPU 

dan PT Semen Baturaja tidak bisa memungut Pajak Pertambahan Nilai 

tersebutdan yang terakhir walaupun tidak sesering 2 (dua) kejadian diatas PT 

Semen Baturaja pernah mengalami kesalahan dalam hal penyampaian SPT 

Masa PUT-1107 Pajak Pertambahan Nilai yaitu kekeliruan dalam 

mencatumkan nama wp yang tidak memiliki kewajiban membayar Pajak
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Pertambahan Nilai dikarenakan adanya kesalahan input data perusahaan yang 

melakukan transaksi dengan PT Semen Baturaja hal ini mengakibatkan 

timbulnya kewajiban Pajak Penghasilan perusahaan yang sebenarnya tidak 

melakukan transaksi tersebut, hal ini sebenarnya tidak teijadi jika yang 

menanggung Pajak Pertambahan Nilai dan yang melaporkan Pajak 

Pertambahan Nilai Wajib Pajak yang sama. Selain karena masalah diatas 

peneliti memilih PT Semen Baturaja (Persero) Tbk sebagai objek penelitian 

karena PT Semen Baturaja (Persero) Tbk merupakan perusahaan yang sudah

go public. Dimana perusahaan ini telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia

sejak tahun 2013 selain juga sebagai Pengusaha Kena Pajak. Secara otomatis

kewajiban perpajakan yang ada di dalam perusahaan tersebut sudah semakin

kompleks, diantaranya kewajiban PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23

dan 26, PPh Final Pasal 4 ayat 2 (dua), PPN, dan PPN-WAPU. PT Semen

Baturaja (Persero) Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

industri manufaktur yang memproduksi berbagai jenis semen yang terletak di 

Provinsi Sumatera Selatan ( Palembang dan Baturaja) dan Provinsi Lampung 

( Panjang). Terkait dengan kewajiban perpajakan yang ada di perusahaan 

tersebut peneliti lebih memfokuskan penelitian terhadap proses pemungutan 

PPN, kewajiban penyetoran, pelaporan SPT Masa PPN dan identifikasi 

hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT Semen Baturaja (persero) Tbk 

serta perbedaan ketika perusahaan sebagai pemungut PPN dan tidak sebagai 

pemungut PPN.

Penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Novi Damayanti 

tentang Corporate Tax Management pada proses pemungutan Pajak
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Perambahan Nilai di PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Hasil penelitian 

sendiri menunjukan bahwa adanya resiko yang harus dihadapi oleh PT 

Telekomunikasi Indonesia dalam melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan 

Nilai, Kemudian penelitian yang lainnya yang dilakukan oleh Arlinda Nur 

Kumal asari tentang Pelaksanaan Peraturan Penunjukan Wajib Pungut ( 

Wapu) Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia, 

Tbk , hasil penelitian sendiri tidak ditemukan perbedaan penghitungan 

terdapat penambahan beban adminsitrasi PPN yang terletak pada kriteria 

penyerahan PPN WAPU.

Dalam penjabaran diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul 

“ANALISIS PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN 

NILAI PADA BUMN SEBAGAI PEMUNGUT DAN TIDAK SEBAGAI 

PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi Kasus pada PT

namun

Semen Baturaja, Tbk)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan

masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT 

Semen Baturaja ketika bertindak wajib pungut dan tidak sebagai wajib 

pungut pemungut Pajak Pertambahan Nilai?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi PT Semen Batuaja, Tbk terkait 

penetapan Kembali BUMN sebagai Wajib Pungut?
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1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada 

PT Semen Baturaja sebelum dan saat menjadi pemungut Pajak

Pertambahan Nilai.

2. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi PT Semen Baturaja, Tbk 

terkait penetapan kembali BUMN sebagai Wajib Pungut.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dan konsep tentang

pajak pertambahan nilai terutama mekanisme pemungutan pajak

pertambahan nilai yang dipungut langsung oleh BUMN selaku pemungut.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait dengan perpajakkan di 

Indonesia khususnya yang menyangkut adanya aturan tentang BUMN 

sebagai pemungut pajak pertambahan nilai

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyajikannya dalam 5 (lima) bab yang 

terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal dari penelitian, yaitu bab yang membahas
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tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori-teori yang didapatkan dari berbagai literature 

yang akan dijadikan sebagai dasar dalam membahas permasalahan dalam

penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis dan sumber data penelitian, teknik

pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai gambaran 

perusahaan, analisis perusahaan sebagai wajib pungut dan tidak sebagai wajib 

pungut pajak pertambahan nilai, analisis terhadap pemenuhan kewajiban 

perpajakan terkait pembayaran dan pelaporan pajak pertambahan nilai, 

hambatan-hambatan yang dialami perusahaan dalam melaksanakan wajib 

pungut pajak pertambahan nilai.

umum

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi ini, yaitu bab yangg membahas 

mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan 

dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan

serta saran yang
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